DAFTAR PUSTAKA

Albrow. (2005). Birokrasi. Cetakan tiga. Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta

Aldrin, Wailim. (2017). Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara dalam
Kegiatan Politik. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas

Lampung

Ali Sya, b. (2005). Teknik Analisis Data Penelitian (Aplikasi program SPSS dan
Teknik Menghitungnya). Jakarta Timur: Universitas Muhammadiyah

Prof.Dr.Hamka (UHAMKA).

Amin, L. O. (2013). Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan
Kota Makassar dalam PEMILUKADA di Kota Makassar (Pemilihan
Walikota Makassar Tahun 2008). Makassar: Fakultas lImu Sosial dan

IImu Politik Universitas Hasanuddin.

Azhari. (2011). Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia. Yogyakarta: Penerbit

Pustaka Belajar

Azwar, S. (2007). Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Budiono, Firman Bagus. (2017). Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada

Kabupaten Lamongan Tahun 2015. Thesis Universitas Airlangga

Firnas, Muhammad Adian. (2016). Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas
Birokrasi di Indonesia Era Reformasi. Jurnal Review Politik VVolume 06,

No. 01 Juni 2016 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

83



Harminus. (2017). Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar dalam Menjaga Netralitas
Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.
Bandung: Program Pasca Sarjana Magister IImu Komunikasi Universitas

Pasundan

Hartini, Sri.(2009).Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Jurnal
Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol.

9 No.3

Hollyson, Rahmat. (2014). Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna). Jakarta:

Penerbit Bestari

Janedri M Gaffar. (2012). Politik Hukum Pemilu, Jakarta, Kontpress, him. 85

Kadir, Abdul. (2011). Disertasi. Karakteristik Birokrasi Max Weber pada
Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi

Tenggara. Administrasi Publik Universitas Hasanuddin

Patria, A. (2015). Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014.
Bandar Lampung: Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas

Lampung

Rusliwa, G. S. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Jurnal Makara Sosial

Humaniora, 64.

Sinambela, L, P. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Graha limu.

84



Sri Hartini, kadarsih setiajeng, sudrajat tedi. (2014). Kebijakan Netralitas Politik
Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah).

Padjadjaran Jurnal llmu Hukum, Volume 1 - No. 3 - Tahun 2014

Sri Hartini, Tedi Sudrajat. (2017). Rekonstruksi Hukum Atas Pola Penanganan
Pelanggaran Asas Netralitas Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Mimbar

Hukum. Vol. 29.

Sudrajat Tedi, Karsona Agus Mulya. (2016). Menyoal Makna Netralitas Pegawali
Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara. Jurnal Media Hukum Vol 23, No. 1 Tahun 2016

Sudrajat, Tatang. (2015). Netralitas PNS dan Masa Depan Demokrasi dalam
Pilkada Serentak 2015. Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Sangga

Buana (USB) YPKP Bandung Vol XXI, Nomor 3 Desember 2015

Thoha, Mifthah. (2014). Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia,

Jakarta, Prenadamedia Group.

Watunglawar, M. N. (2015). Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jember:

Program Pascasarjana Universitas Jember

Wulandari, Widuri. (2016). Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun
2015. Yogyakarta: Fakultas IImu Sosial dan llmu Politik Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta

85



Yamin, M. H. (2013). Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. Makassar: Bagian Hukum Tata

Negara Fakultas Hukum.

INTERNET

www.jogjapolitan.com (diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 15.19 WIB)

www.kompas.com (diakses pada 13 oktober 2018 pukul 21.02 WIB)

www.kulonprogokab.go.id (diakses pada 4 November 2018 pukul 20.15 WIB)

www.lagaligopos.com (diakses pada 9 oktober 2018 pukul 15.19 WIB)

www.lagaligopos.com (diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 15.19 WIB)

www.radarjogja.com (diakses pada 13 Oktober 2018 pukul 21.02 WIB)

www.republika.co.id (diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 15.19)

PERATURAN PERUNDANGAN
Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan

Umum Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

86


http://www.jogjapolitan.com/
http://www.kompas.com/
http://www.lagaligopos.com/
http://www.lagaligopos.com/
http://www.radarjogja.com/
http://www.republika.co.id/

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

87



